[image: ]MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tangah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor	:         /SEK.PTA.W3-A/RA1.8/IX/2025             Padang, 29 September 2025
Lampiran	: 1 (satu) bundel
Perihal	: Usulan Revisi Anggaran Antar Satker
(Belanja Pegawai dan Belanja Barang)
[bookmark: _GoBack]                 

Yth.	
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Barat
          
        
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 
b. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Revisi Ke-11 Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2025 tanggal 23 September 2025 kode digital stamp DS:1450-0941-9109-0210;
c. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pariaman Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.401916/2025 tanggal 9 Sepember 2025 kode digital stamp DS: 1192-6062-7300-5033;
d. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Solok Revisi Ke-9 Nomor SP DIPA-005.01.2.401922/2025 tanggal 22 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 1586-4160-6758-3811;
e. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sawahlunto Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.401931/2025 tanggal 21 Agustus 2025 kode digital stamp DS:5606-7730-0505-0790;
f. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pulau Punjung Revisi Ke-12 Nomor SP DIPA-005.01.2.401936/2025 tanggal 15 September 2025 kode digital stamp DS: 5208-7609-0171-0632;
g. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Batusangkar Revisi Ke-11 Nomor SP DIPA-005.01.2.401947/2025 tanggal 15 September 2025 kode digital stamp DS: 0994-0073-3272-0730;
h. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Padang Revisi Ke-11 Nomor SP DIPA-005.01.2.401953/2025 tanggal 9 September 2025 kode digital stamp DS: 3590-2017-7800-7683;
i. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Padang Panjang Revisi Ke-12 Nomor SP DIPA-005.01.2.401962/2025 tanggal 20 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 8999-4913-6825-0016;
j. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sijunjung Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.401978/2025 tanggal 2 September 2025 kode digital stamp: 1713-3513-7050-78000;
k. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Koto Baru Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.401984/2025 tanggal 22 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 1069-6068-4207-0790;
l. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Muara Labuh Revisi Ke-7 Nomor SP DIPA-005.01.2.401990/2025 tanggal 21 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 7526-8623-2550-5103;
m. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Painan Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.402004/2025 tanggal 22 Agustus 2025 kode digital stamp: 0487-6787-6730-6504-8646;
n. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Bukittinggi Revisi Ke-11 Nomor SP DIPA-005.01.2.402010/2025 tanggal 9 September 2025 kode digital stamp DS: 4703-5510-2147-9524;
o. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Revisi Ke-8 Nomor SP DIPA-005.01.2.402029/2025 tanggal 21 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 0307-0131-8840-1696;
p. [bookmark: _Hlk210042364]DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Talu Revisi Ke-9 Nomor SP DIPA-005.01.2.402035/2025 tanggal 26 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 4580-2573-1278-2500;
q. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maninjau Revisi Ke-7 Nomor SP DIPA-005.01.2.402041/2025 tanggal 25 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 6352-4390-29-808-9357;
r. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Payakumbuh Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.402050/2025 tanggal 9 September 2025 kode digital stamp DS: 9206-7392-3843-0161;
s. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Revisi Ke-10 Nomor SP DIPA-005.01.2.402066/2025 tanggal 26 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 3107-8553-9660-3297;
t. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Lubuk Basung Revisi Ke-9 Nomor SP DIPA-005.01.2.402613/2025 tanggal 20 Agustus 2025 kode digital stamp DS: 2901-6014-2750-9093;

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
a. Jenis Revisi		      :Pergeseran anggaran dalam hal anggaran tetap dengan 
    tujuan optimalisasi belanja pegawai dan belanja barang
b. . Satuan Kerja		:1.   Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Pengadilan Agama Pariaman
3. Pengadilan Agama Solok
4. Pengadilan Agama Sawahlunto
5. Pengadilan Agama Paulau Punjung
6. Pengadilan Agama Batusangkar
7. Pengadilan Agama Padang
8. Pengadilan Agama Padang Panjang
9. Pengadilan Agama Sijunjung
10. PengadilanAgama Koto Baru 
11. Pengadilan Agama Muara Labuh
12. Pengadilan Agama Painan
13. Pengadilan Agama Bukittinggi 
14. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 
15. Pengadilan Agama Talu
16. Pengadilan Agama Maninjau
17. Pengadilan Agama Payakumbuh
18. Pengadilan Agama Tanjung Pati
19. Pengadilan Agama Lubuk Basung 
c. Mekanisme Revisi: Pergeseran Anggaran dalam rangka memenuhi pagu minus belanja pegawai dan belanja barang antar satker dalam 1 wilayah yang sama untuk optimalisasi anggaran. 
d. Alasan/pertimbangan yang menyebabkan dilakukan Revisi Anggaran adalah dari sisi perubahan kebijakan; 
3. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan berupa:
a. Permohonan Revisi Anggaran satker:
b. Matrik perubahan (semula-menjadi);
c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
d. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kuasa Pengguna Anggaran;
e. Fotocopy DIPA awal dan Petikan DIPA setelah Revisi;
f. RKA-K/L sebelum dan sesudah Revisi
g. Surat Persetujuan Revisi dari Eselon I
Demikian kami sampaikan, atas pengesahannya diucapkan terima kasih.


Kuasa Pengguna Anggaran
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